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Abstrak. Kebijakan pembangunan kepariwisataan Indonesia berkembang seiring dengan perkembangan politiknya. 
Dua undang-undang tentang kepariwisataan, yaitu UU 9/1990 dan UU 10/2009 merupakan produk kebijakan pemba-
ngunan kepariwisataan Indonesia. Keduanya dihasilkan dalam kondisi politik yang berbeda. Tujuan kebijakan pemba-
ngunan kepariwisataan Indonesia adalah mewujudkan tujuan nasional bangsa Indonesia melalui pembangunan kepari-
wisataan. Tujuan nasional bangsa Indonesia tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. Artikel ini bertujuan 
untuk memahami perkembangan paradigma kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia melalui pemaknaan 
terhadap UU 9/1990 dan UU 10/2009 yang dikaitkan dengan tujuan nasional bangsa Indonesia. Untuk memahami hal 
tersebut diperlukan interpretasi terhadap kedua kebijakan tersebut dengan mengaitkannya pada esensi Pembukaan 
UUD 1945. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan. Analisis datanya menggunakan metode 
hermeneutika Dilthey berupa kegiatan yang bersifat triadik terhadap ketiga sisi yang saling berhubungan dan sal-
ing berdialektik, yaitu teks kebijakan, pengalaman mental pembuatnya, dan subjek yang meginterpretasikannya. Mak-
na teks kebijakan dipahami melalui sejarah pembuat dan pembuatannya, sedangkan subjek yang menginterpretasikan-
nya harus memasuki jiwa zaman masa pembuatan teks. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pembangunan 
kepariwisataan tahun 1990 sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia, karena paradigma persatuan dan kekeluargaan ma-
sih diusung oleh kebijakan itu. Kebijakan pembangunan kepariwisataan tahun 2009 mulai berbelok menjauh dari tu-
juan bangsa Indonesia, karena telah dibawa ke paradigma persaingan bebas yang mengabaikan aspek kekeluargaan.

Kata kunci; kebijakan pariwisata; interpretasi kebijakan; hermeneutika dilthey, sejarah pariwisata.

THE INTERPRETATION OF THE INDONESIA TOURISM DEVELOPMENT POLICY

Abstract. Indonesia’s tourism development policy develops along with its political development. Two laws on tourism, 
namely Law 9/1990 and Law 10/2009, are products of Indonesia’s tourism development policy. Both was produced under 
different political conditions. The objective of Indonesia’s tourism development policy is to realize the national objective of 
the Indonesian nation through tourism development. The national objective of the Indonesian nation is explicit and implicit 
in the Preamble of the Indonesian Constitution (UUD 1945). This article aims to understand the development of the tourism 
development policy paradigm in Indonesia through the interpretation of Law 9/1990 and Law 10/2009 which is assosiated 
with the national objectives of the Indonesian nation. To understand this, interpretation of the two policies is needed by 
linking them to the essence of the Preamble to the Indonesian Constitution. The research method used is the library method. 
The data analysis uses Dilthey’s hermeneutics method in the form of triadic activities on the three interconnected and in-
terrelated sides, namely the policy text, the mental experience of the creator, and the subjects that interpret it. The meaning 
of the policy text is understood through the history of its maker and its making, while the subject who interpreted it must 
enter the soul of the era of the making of the text. The results showed that the 1990’s tourism development policy was in line 
with the goals of the Indonesian nation, because the paradigm of unity and kinship was still carried by the policy. Tourism 
development policy in 2009 began to turn away from the goals of the Indonesian nation, because it has been brought to the 
paradigm of free competition which ignores the family aspect.

Key words; tourism policy, policy interpretation, dilthey’s hermeneutic, tourism history.

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata dewasa ini menjadi andalan 
pendapatan devisa untuk menggantikan sektor minyak 
bumi. Banyak pihak membangun dan mengembang-
kan destinasi pariwisata. Masyarakat di desa-desa pun 
banyak yang mengembangkan potensi desanya un-
tuk dijadikan atraksi wisata guna menarik wisatawan 
(Qoriah et al, 2019; Junaid et al., 2020; Waruwu et al., 
2020). Begitu pula industri pariwisata di daerah-daerah 
tumbuh dan berkembang. Persaingan antar pemangku 
kepentingan priwisata pun muncul. Tidak sedikit dari 
mereka yang bersaing itu saling menjatuhkan (Okta-
viyanti, 2013; Damiasih dan Kusdarwati, 2016; Nis-
biatin, 2018). Fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan 

dari berjalannya undang-undang kepariwisataan yang 
menjadi kebijakan pembangunan kepariwisataan di In-
donesia.

Kebijakan pembangunan kepariwisataan merupa-
kan kebijakan publik di sektor kepariwisataan. Kebijakan 
publik merupakan suatu konsep dalam  ilmu politik (Birk-
land, 2016). Dye (2012: 3) mendefinisikan kebijakan publik 
sebagai apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan 
atau tidak dilakukan. Definisi Birkland (2016: 9) agak lebih 
menyempit daripada definisi Dye (2012: 3), yaitu suatu per-
nyataan pemerintah, pada tingkat apapun, tentang apa yang 
ingin dilakukan yang berkaitan dengan masalah publik. Per-
nyataan itu dapat ditemukan dalam konstitusi, undang-un-



dang, peraturan, putusan pengadilan, atau keputusan lem-
baga atau pemimpin. Sehubungan hal tersebut, bentuk 
kebijakan publik dapat berupa undang-undang, peraturan, 
atau himpunan semua hukum dan peraturan yang mengatur 
masalah tertentu (Birkland, 2016: 10). 

Definisi yang lebih sempit lagi dikemukakan Co-
chran et al. (2012: 2), yaitu serangkaian tindakan pemerin-
tah yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan tertentu. 
Serangkaian tindakan itu dapat dimanifestasikan dalam 
bentuk undang-undang, pernyataan publik, peraturan resmi, 
atau pola perilaku yang diterima secara luas dan dapat di-
lihat oleh publik, serta implementasi dari undang-undang.  

Dengan demikian, suatu kebijakan publik dapat 
berupa undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya 
(Cochran et al., 2012; Birkland, 2016). Dalam sejarah In-
donesia, terdapat dua undang-undang kepariwisataan yang 
pernah dibuat DPR bersama dengan pemerintah, yaitu UU 
9/1990 tentang Kepariwisataan dan UU 10/2009 tentang 
Kepariwisataan. UU 9/1990 berlaku pada 18 Oktober 
1990 sampai 16 Januari 2009, sedangkan UU 10/2009 
berlaku sejak 16 Januari 2009 sampai sekarang. UU 
9/1990 dibuat ketika masa Pemerintah Presiden Soeharto, 
sedangkan UU 10/2009 dibuat ketika masa Pemerintah 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Undang-undang 
kedua merupakan undang-undang pengganti undang-un-
dang sebelumnya.

Adanya dua undang-undang kepariwisataan terse-
but menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan dalam 
kebijakan pembangunan kepariwisataan di Indonesia. 
Perubahan tersebut tidak boleh menyimpang dari UUD 
1945, karena menurut UU 12/2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan, UUD 1945 merupakan 
hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan di In-
donesia. Selain pada aspek hukumnya, penyimpangan itu 
tidak boleh terjadi juga pada aspek tujuannya, karena pada 
dasarnya suatu kebijakan dibuat untuk mencapai suatu 
tujuan. Tujuan itu adalah kehendak rakyat yang akan di-
wujudkan oleh pemerintah melalui kebijakan yang dibuat 
(Cochran et al., 2012; Birkland, 2016). Bangsa Indonesia 
telah menentukan tujuan membentuk negaranya. Tujuan 
itu tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945. 

Kebijakan kepariwisataan itu harus dapat mengan-
tarkan bangsa Indonesia ke tujuan tersebut. Oleh karena 
itu, undang-undang itu harus selaras dengan tujuan yang 
telah ditetapkan. Namun, apakah undang-undang kepari-
wisataan itu telah selaras dengan tujuan nasional bangsa 
Indonesia seperti yang tersurat dan tersirat dalam UUD 
1945? Apakah pembuat undang-undang kepariwisataan 
itu telah berasaskan pada tujuan nasional bangsa Indone-
sia? Artikel ini bertujuan untuk memahami perkembangan 
paradigma kebijakan pembangunan kepariwisataan di In-
donesia melalui penafsiran dan pemaknaan terhadap UU 
9/1990 dan UU 10/2009 yang dikaitkan dengan tujuan 
nasional bangsa Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, 
sehingga metode penelitiannya pun menggunakan metode 
penelitian kepustakaan. Data yang didapatkan dari metode 
penelitian kepustakaan berupa data sekunder dan berben-
tuk teks (Zed, 2008). Data itu akan diinterpretasi dengan 
menggunakan pendekatan hermeneutika Dilthey.

Hermeneutika berasal dari kata bahasa Inggris 
hermeneutics, yang secara etimologis berasal dari ba-
hasa Yunani hermeneuein, yang berarti menjelaskan, 
menafsirkan, atau menerjemahkan. Dalam bahasa Lat-
in, hermeneuein diterjemahkan menjadi interpretatio 
(Schmidt, 2010). Sehubungan hal tersebut, Sumaryono 
(1999) mengartikannya secara harfiah sebagai penafsiran 
atau interpretasi. Tujuan dari interpretasi adalah membuat 
makna yang kabur, gelap, dan jauh menjadi makna yang 
yang jelas dan dapat dipahami sesuai dengan konteksnya 
(Palmer, 1980; Schmidt, 2010). Dengan begitu, maka her-
meneutika adalah studi tentang pemahaman, khususnya 
pemahaman teks.

Dalam proses pemahaman terhadap suatu teks, 
terdapat tiga aspek yang terlibat, yaitu konteks pengarang, 
konteks teks, dan konteks pembaca. Jika jarak di antara ke-
tiga aspek itu saling berjauhan, baik karena waktu, tempat, 
budaya, dan bahasa, maka teks itu menjadi sesuatu hal yang 
asing bagi pembacanya. Untuk mengatasi keterasingan itu 
diperlukan interpretasi. Suatu proses pemahaman memer-
lukan tiga komponen, yaitu teks, konteks, dan kontekstu-
alisasi. Teks adalah suatu wacana tertulis. Konteks adalah 
pemahaman teks yang sesuai dengan maksud pembuatnya, 
sedangkan kontekstualisasi adalah proses memahami teks 
oleh penafsir dengan masuk ke jiwa pembuatnya dan jiwa 
zamannya dan melepaskan diri dari jiwa zaman penafsir 
(Palmer, 1980; Schmidt, 2010; Sumaryono, 1999).

Dalam perspektif hermeneutika Dilthey, kebija-
kan yang berupa teks itu merupakan ekspresi pengalaman 
mental pembuatnya, maka dengan menginterpretasikann-
ya akan didapatkan pemahaman terhadap teks berdasar-
kan persepsi pembuatnya. Kegiatan menginterpretasi ada-
lah proses yang bersifat triadik, yaitu tiga sisi yang saling 
berhubungan dan saling berdialektik. Ketiga sisi itu adalah 
teks kebijakan itu sendiri, pengalaman mental pembuatn-
ya, dan subjek yang meginterpretasikannya (Palmer, 1980; 
Schmidt, 2010). Makna teks kebijakan dipahami melalui 
sejarah pembuatannya, sedangkan subjek yang menginter-
pretasikannya harus memasuki jiwa zaman ketika teks itu 
dibuat. Melalui kegiatan triadik tersebut dapat dipahami 
makna keseluruhan teks kebijakan melalui bagian-bagi-
annya dan makna bagian-bagiannya dapat dipahami ber-
dasarkan makna keseluruhannya.

Teks kebijakan kepariwisataan yang diinterpretasi 
adalah UU 9/1990 tentang Kepariwisataan dan UU 10/2009 
tentang Kepariwisataan. Teks kebijakan tersebut akan dika-
ji pada bagian yang mendasarinya, lalu dikaitkan dengan 
Pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan tujuan nasi-
onal bangsa Indonesia dan beberapa pasal yang terkait. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Nasional Bangsa Indonesia dalam Pembukaan 
UUD 1945

Proses penyusunan Pembukaan UUD 1945 tidak 
bisa dipisahkan dari proses penyusunan UUD 1945 yang 
prosesnya berawal dari janji Jepang untuk memberikan ke-
merdekaan bagi bangsa Indonesia di kelak kemudian hari. 
Janji itu kemudian disikapi dengan pembentukan BPUPKI 
(Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indone-
sia) pada 29 April 1945 yang melakukan sidang-sidangnya 
pada 29 Mei 1945 – 16 Juni 1945. Selanjutnya dibentuk 
Panitia 9 yang bertugas merumuskan pembukaan konsti-
tusi yang kemudian disebut Piagam Jakarta. Pada tanggal 
18 Agustus Piagam Jakarta disahkan menjadi Pembukaan 
UUD 1945 bersamaan dengan pengesahan UUD 1945 
menjadi dasar negara Republik Indonesia oleh PPKI (Pani-
tia Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Dalam Pembukaan UUD 1945 dinyatakan secara 
eksplisit dan implisit tujuan nasional bangsa Indonesia. 
Secara eksplisit, terdapat empat tujuan, yaitu melindungi 
seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah Indo-
nesia; memajukan kesejahteraan umum; mencerdaskan 
kehidupan bangsa; dan turut serta melaksanakan ketertiban 
dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, 
dan keadilan sosial. Makna tujuan pertama adalah seluruh 
bangsa Indonesia harus dilindungi dalam kehidupannya. 
Hal-hal yang termasuk harus dilindungi adalah semua kom-
ponen yang membentuk bangsa Indonesia, yaitu rakyat, 
kekayaan alam, dan juga nilai-nilai bangsa. Makna tu-
juan kedua adalah masyarakat Indonesia harus sejahtera, 
baik lahir, batin, dan juga materi, seperti terciptanya rasa 
aman, gotong royong, saling menghormati dan menghar-
gai hak dan kewajiban masing-masing individu, keadilan, 
kesetaraan, dan kemakmuran. Makna tujuan ketiga adalah 
masyarakat Indonesia harus cerdas yaitu harus memperoleh 
kesempatan yang luas untuk mengenyam pendidikan yang 
layak dan berkualitas. Ketiga tujuan tersebut akan terlaksa-
na bila dunia yang ditempatinya dalam keadaan tertib dan 
aman. Oleh karena itu, melalui tujuan keempat bangsa In-
donesia bertekad untuk menjaga ketertiban dan keamanan 
di dunia tempat hidupnya. Semua itu dijalankan di dalam 
kerangka bangsa yang merdeka dan dalam suasana damai 
yang berkeadilan yang berlangsung terus menerus. 

Selain yang eksplisit, tujuan nasional bangsa Indo-
nesia juga terkandung secara implisit dalam Pembukaan 
UUD 1945. Bangsa Indonesia adalah keluarga dalam 
masyarakat dunia yang bertekad menjadi bangsa merdeka 
yang dapat mengatur nasib dirinya sendiri. Oleh karena itu, 
bangsa Indonesia tidak ingin dijajah, tetapi juga tidak ingin 
menjajah. Bangsa Indonesia mempunyai tekad kuat dan 
mampu untuk mengatur sendiri bangsanya. Bangsa Indo-
nesia mempercayai kebaradaan Tuhan. Tekad itu diyakini 
akan mendapat perlindungan dan diridai Tuhan Yang Maha 
Kuasa, karena sejalan dengan ajaran kepercayaan apapun. 
Untuk mewujudkan tujuannya itu, bangsa Indonesia akan 

bersatu dan bersama-sama menjaga kedaulatannya, dengan 
menjaga rasa keadilan bersama untuk menuju kemakmuran 
bersama, sebagai sebuah keluarga besar bangsa Indonesia.

Kondisi Politik Yang Melatarbelakangi
Pembuatan Kebijakan Pembangunan  Kepariwisataan

Dua undang-undang kepariwisataan dibuat pada 
kondisi politik yang berbeda. UU 9/1990 dibuat pada 
kondisi politik Demokrasi Pancasila yang dianut oleh Pe-
merintahan Soeharto. Demokrasi Pancasila berangkat dari 
suatu bentuk pemerintahan demokratis yang dasarnya ada-
lah nilai-nilai yang terdapat pada bangsa Indonesia sendiri. 
Dasar formal dari jalannya demokrasi tersebut adalah UUD 
1945 yang merupakan dasar negara Republik Indonesia. 
Semangat yang mendasari pembentukan dasar negara itu 
adalah persatuan untuk melepaskan diri dari penjajahan.

UUD 1945 disahkan menjadi undang-undang dasar 
Republik Indonesia pada 18 Agustus 1945. Dalam perkem-
bangannya, undang-undang dasar negara Republik Indo-
nesia pernah diganti oleh UUD RIS dan UUDS. Namun 
pada tahun 1959, dengan suatu Dekrit Presiden, UUD 1945 
kembali digunakan oleh negara Republik Indonesia sebagai 
undang-undang dasarnya. Sejak saat itu, sampai jatuhnya 
Pemerintahan Suharto tahun 1998, UUD 1945 tetap diper-
gunakan sebagai undang-undang dasar Republik Indonesia, 
tanpa ada amandemen.

UU 10/2009 dibuat ketika Indonesia sedang da-
lam situasi demokrasi yang oleh beberapa pihak dikatakan 
sebagai “demokrasi yang sebenarnya”. Peralihan haluan 
demokrasi ini dimulai tahun 1998. Ketika itu rakyat In-
donesia yang tidak puas dengan Pemerintahan Suharto 
melakukan serangkaian demonstrasi di beberapa wilayah 
Indonesia. Beberapa demonstrasi itu mengarah pada ker-
usuhan-kerusuhan. Puncaknya terjadi pada pertengahan 
Mei 1998. Kerusuhan terjadi di mana-mana, sampai tim-
bul penjarahan pada toko-toko yang dimiliki oleh kelom-
pok masyarakat etnis Cina. Gedung DPR/MPR yang mer-
upakan representasi dari rakyat Indonesia diduduki oleh 
kelompok mahasiswa. Pada 20 Mei 1998 Presiden Suharto 
mengundurkan diri sebagai Presiden Republik Indonesia 
dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. Sejak itu 
bangsa Indonesia memasuki suatu era yang dinamakan era 
Reformasi.

Di era Reformasi, haluan politik Indonesia mengar-
ah pada demokrasi seperti yang berjalan di beberapa negara 
barat. UUD 1945 diamandemen. Sepanjang era Reformasi 
telah dilakukan empat kali amandemen UUD 1945, yaitu: 
(1) Amandemen pertama disahkan 19 Oktober 1999; (2) 
Amandemen kedua disahkan 18 Agustus 2000; (3) Aman-
demen ketiga disahkan 9 November 2001; dan (4) Amande-
men keempat disahkan 10 Agustus 2002. Inti amandemen 
yang pertama adalah mengatur kembali kekuasaan presiden 
yang dipandang terlalu kuat. Pada amandemen kedua intin-
ya adalah perubahan pada pemerintah daerah, kewenangan 
DPR, hak asasi manusia, lambang negara, dan lagu ke-
bangsaan. Inti amandemen ketiga adalah pada bentuk dan 
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kedaulatan negara, kewenangan MPR, kepresidenan, im-
peachment, keuangan negara, dan kekuasaan kehakiman. 
Inti amandemen keempat adalah tentang DPD sebagai ba-
gian dari MPR, penggantian presiden, pernyataan perang, 
perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pen-
didikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kes-
ejahteraan sosial, serta perubahan UUD (Sekretariat Jen-
deral MPR RI, 2011). Namun begitu, Pembukaan UUD 
1945 tidak ada perubahan.

Interpretasi Kebijakan Pembangunan Kepariwisataan
UU 9/1990 terdiri dari sembilan bab 40 pasal, di-

tambah dengan penjelasannya yang merupakan suatu ke-
satuan dengan batang tubuhnya. UU 9/1990 yang dibuat 
pada masa Pemerintahan Suharto itu lebih banyak menga-
tur tentang kegiatan ekonomi di bidang pariwisata. Ham-
pir tidak ada pasal yang mengatur hal lain di luar kegiatan 
ekonomi. Substansi yang diaturnya meliputi objek dan daya 
tarik wisata, usaha pariwisata, peran serta masyarakat, pem-
binaan, penyerahan sebagian urusan ke pemerintah daerah, 
ketentuan pidana, dan ketentuan penutup.

Dalam kaitannya dengan kegiatan ekonomi di 
bidang kepariwisataan itu, UU 9/1990 mengacu pada pas-
al 33 UUD 1945. Hal tersebut secara eksplisit dinyatakan 
dalam undang-undang tersebut. Pasal 33 UUD 1945 terdi-
ri dari tiga ayat: Ayat 1 berbunyi “Perekonomian disusun 
sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”; 
Ayat 2 berbunyi “Cabang-cabang produksi yang penting 
bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak 
dikuasai oleh negara”; Ayat 3 berbunyi “Bumi dan air dan 
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmu-
ran rakyat”. Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945 dinya-
takan bahwa kemakmuran masyarakat harus diutamakan, 
bukan kemakmuran orang per orang. Hal itu berarti bah-
wa pembangunan ekonomi yang dijalankan harus dapat 
mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan 
dengan itu, cabang-cabang produksi yang penting harus 
dikuasai oleh negara. Apabila cabang-cabang produksi 
yang penting itu dikuasai oleh individu atau kelompok 
tertentu, maka rakyat Indonesia akan ditindas. Hal terse-
but akan membawa kembali bangsa Indonesia ke masa 
penjajahan. Selain itu, pasal tersebut juga mengamanatkan 
bahwa dalam pembangunan ekonomi, masyarakat harus 
memegang peranan aktif. Kewajiban pemerintah hanya 
sebatas pada memberikan pengarahan dan bimbingan ter-
hadap pembangunan ekonomi, serta menciptakan iklim 
yang sehat bagi perkembangan dunia usaha.

Pembangunan yang diinginkan UUD 1945 berada 
di tengah-tengah antara dominasi peran individu yang bebas 
dengan dominasi peran negara. Peran individu yang domi-
nan akan menimbulkan eksploitasi, sedangkan peran nega-
ra yang dominan akan mematikan potensi dan daya kreasi 
masyarakat. Arah pasal 33 UUD 1945 itu menunjukkan 
kedaulatan bangsa Indonesia di bidang ekonomi. Bangsa 
Indonesia tidak ingin memihak pada negara-negara yang 
menganut paham liberal-kapitalis, tetapi tidak pula berpi-
hak pada negara-negara yang berpaham sosialis-komunis. 
Kedua paham tersebut sedang bersaing di dunia internasi-
onal ketika penyusunan UUD 1945 sedang berjalan.

Bila diamati amanat pasal 33 UUD 1945 beserta 
penjelasannya, nampak bahwa negara menginginkan mas-
yarakat Indonesia terlibat secara aktif dalam pembangu-
nan ekonomi negaranya. Hal tersebut selaras dengan teori 
negara yang disampaikan oleh John Locke bahwa negara 
diciptakan karena suatu perjanjian kemasyarakatan antara 
rakyat dengan tujuan untuk melindungi hak milik, hidup, 
dan kebebasan, baik terhadap bahaya-bahaya dari dalam 
maupun bahaya-bahaya dari luar (Dryzek and Dunleavy, 
2009; Budiman, 1996). Berdasarkan teori tersebut, negara 
mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya ketika 
sedang melakukan aktivitas pembangunan.

Keterlibatan secara aktif masyarakat di bidang pem-
bangunan itu, berlaku juga bagi sektor pariwisata. Dengan 
mencantumkan pasal 33 UUD 1945 dalam UU 9/1990 
menunjukkan bahwa pemerintah, yang dalam hal ini ada-
lah Pemerintah Suharto, mengharapkan rakyat Indonesia 
terlibat aktif dalam pembangunan kepariwisataan, dan pe-
merintah siap untuk melindungi segenap rakyat Indonesia 
dari bahaya yang timbul ketika mereka melakukan aktivi-
tas pembangunan di sektor kepariwisataan. Pembangunan 
kepariwisataan yang diharapkan adalah tidak memihak 
pada paham liberal-kapitalis yang berjiwa persaingan, teta-
pi juga tidak memihak pada paham sosialis-komunis yang 
menonjolkan dominasi negara yang mematikan kreativitas 
masyarakatnya. Pembangunan kepariwisataan diharapkan 
berangkat dari nilai-nilai bangsa Indonesia yang menguta-
makan kekeluargaan dan gotong royong. Nilai-nilai terse-
but menempatkan bangsa Indonesia dalam posisi yang aktif 
melakukan pembangunan kepariwisataan dengan dilandasi 
oleh nilai-nilai  kekeluargaan yang saling membantu, saling 
mendukung, saling mengayomi, saling mengingatkan, sal-
ing menyayangi. Sistem ekonomi kekeluargaan melandasi 
kebijakan pembangunan kepariwisataan, seperti yang diatur 
dalam UU 9/1990.

UU 10/2009 yang terdiri dari 17 bab 70 pasal di-
tambah dengan penjelasannya dilahirkan atas dasar UUD 
1945 yang sudah diamandemen. Adanya amandemen 
UUD 1945 ini menunjukkan bahwa telah terjadi peruba-
han haluan politik. Teori negara yang disampaikan oleh 
John Locke menjadi tidak relevan lagi untuk menjelaskan 
kondisi politik negara Indonesia karena kondisi politik di 
negara Indonesia telah dikuasai oleh kelompok tertentu 
yang menjadi kekuatan baru, yaitu partai politik. Kelom-
pok itu telah memenangkan persaingan dalam suatu “per-
mainan baru” yang diatur oleh UUD 1945 Amandemen. 
Hal tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi perubah-
an fungsi negara dari yang berfungsi menjadi pelindung 
rakyatnya menjadi suatu wahana politik, tempat para elit 
masyarakat bersaing dan menunjukkan kekuatannya da-
lam masyarakat sebagai kelas penguasa. Hal tersebut se-
laras dengan apa yang dinyatakan Kaum Pluralis tentang 
teori negara. Kaum Pluralis mengajukan suatu teori yang 
disebut dengan Teori Negara Netral. Menurut teori ini, 
negara hanyalah sekadar wahana politik di mana kekua-
tan-kekuatan sosial yang ada di masyarakat saling ber-
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saing untuk menguasai negara. Kadang-kadang negara di-
kuasai oleh kelompok masyarakat tertentu, kadang-kadang 
kelompok lain yang berhasil menguasai birokrasi negara 
(Dryzek and Dunleavy, 2009; Budiman, 1996). Apabila 
negara dikuasai oleh kelompok tertentu, maka sangat logis 
bila negara melayani kepentingan kelompok tersebut. Na-
mun, untuk melanggengkan kekuasaannya, maka negara 
yang dikuasai oleh kelompok tertentu itu perlu juga me-
layani kelompok lainnya supaya basis politiknya menjadi 
lebih luas. Hal tersebut berarti bahwa meskipun negara itu 
dikuasai oleh kelompok tertentu, tetapi kelompok penguasa 
itu harus juga bekerja untuk kepentingan yang lebih umum.

Substansi yang diatur dalam UU 10/2009 meliputi: 
hak dan kewajiban masyarakat; wisatawan; pelaku usaha; 
pemerintah dan pemerintah daerah; pembangunan kepari-
wisataan yang komprehensif dan berkelanjutan; koordinasi 
lintas sektor; pengaturan kawasan strategis; pemberdayaan 
usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar 
destinasi pariwisata; badan promosi pariwisata; asosiasi 
kepariwisataan; standardisasi usaha; kompetensi pekerja 
pariwisata; dan pemberdayaan pekerja pariwisata melalui 
pelatihan sumber daya manusia. Berdasarkan substansi itu, 
maka UU 10/2009 mengatur kegiatan pariwisata dari pers-
pektif pembangunan ekonomi yang lebih luas bila diband-
ingkan UU 9/1990.

Berbeda dengan UU 9/1990 yang mencantumkan 
secara eksplisit pasal yang mengatur tentang perekonomi-
an sebagai landasan undang-undang tersebut, dalam UU 
10/2009 tidak dicantumkan secara eksplisit. Dalam UUD 
1945 Amandemen, yang mengatur tentang perekonomian 
masih berada dalam pasal 33, seperti dalam UUD 1945 
sebelum diamandemen. Namun ditambah dua ayat, seh-
ingga menjadi lima ayat. Ayat keempat yang ditambahkan 
mengatur tentang perekonomian nasional yang berdasar-
kan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, 
efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkun-
gan, kemandirian dan keharusan untuk menjaga keseim-
bangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Ayat 
kelima menyatakan tentang perekonomian nasional harus 
diatur oleh undang-undang. Kedua ayat yang ditambahkan 
ini diamandemen pada amandemen keempat tahun 2002. 
Dalam UU 10/2009 landasan undang-undang dasar yang 
dicantumkan hanya pasal 20 dan 21 UUD 1945. Pasal 20 
UUD 1945 mengatur tentang fungsi DPR dalam memben-
tuk undang-undang dan tentang pembentukan undang-un-
dang. Pasal 21 mengatur tentang hak anggota DPR untuk 
mengajukan rancangan undang-undang.

Tidak dicantumkannya pasal 33 UUD 1945 sebagai 
landasan UU 10/2009 menunjukkan bahwa UU 10/2009 
sangat fleksibel dalam mengadopsi perubahan ekonomi 
dunia. UU 10/2009 tidak kaku terikat pada keharusan un-
tuk mengelola kepariwisataan atas asas kekeluargaan dan 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan. Semua 
pihak yang berminat untuk menyelenggarakan kepariwisa-
taan dapat melakukannya di negara Indonesia. Investasi 

asing menjadi lebih mudah masuk dalam industri pariwisa-
ta di Indonesia. Pemerintah melindungi dan mendukung 
semua pihak yang terlibat dalam sektor kepariwisataan, ti-
dak hanya sebatas pada warga negara Indonesia. Keadaan 
ini membawa pembangunan kepariwisataan Indonesia 
pada arus ekonomi dunia yang berlandaskan pada sistem 
ekonomi liberal-kapitalistik yang berjiwa persaingan be-
bas. Dengan tidak mencantumkan pasal 33 UUD 1945, UU 
10/2009 akan semakin mudah dibawa pada sistem ekonomi 
tersebut.

UU 10/2009 memberi peluang besar untuk masukn-
ya sistem ekonomi liberal-kapitalistik dan menyingkirkan 
sistem ekonomi kerakyatan yang digerakkan oleh dan untuk 
rakyat Indonesia sendiri. Dengan mengatasnamakan “pe-
menuhan kepuasan wisatawan” kapitalisme bisa masuk dan 
berkembang di Indonesia. Dengan mengatasnamakan “pe-
menuhan kepuasan wisatawan” pula, mereka yang memili-
ki modal besar akan menanamkan modalnya di suatu des-
tinasi pariwisata dan menyingkirkan pemodal lokal yang 
memiliki modal kecil. Masyarakat lokal di suatu destinasi 
pariwisata hanya sebagai pegawai bagi pemodal besar atau 
bahkan hanya sebagai penonton di tempat tinggalnya sendi-
ri. Mereka termarjinalkan oleh kegiatan kepariwisataan di 
tempat tinggalnya sendiri. Sudah banyak hasil kajian yang 
mengemukakan tentang termarjinalisasinya masyarakat lo-
kal oleh pelaku usaha, baik oleh sesama bangsanya maupun 
bangsa asing, seperti kajian Abd. Karim (2008) di Lombok, 
Nyoman Sukma Arida (2009) di tiga desa di Bali, Nyo-
man Suryawan (2015) di Pulau Serangan Denpasar, Anak 
Agung Gde Bagus Udayana (2017) di Bali, dan Winengan 
(2019) di Lombok.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan 
pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan pembangunan kepariwisataan Indonesia seper-
ti yang terwujud pada UU 9/1990 dan UU 10/2009 men-
galami perubahan. Perubahan itu terjadi karena aturan yang 
mendasarinya, yaitu undang-undang dasar, mengalami 
perubahan. Pada kebijakan pembangunan kepariwisataan 
tahun 1990, paradigma yang mendasarinya adalah para-
digma persatuan dan kekeluargaan. Paradigma tersebut erat 
kaitannya dengan semangat antipenjajahan dalam UUD 
1945. Semangat tersebut dilatarbelakangi oleh kondisi yang 
sedang dalam suasana penjajahan ketika proses penyusuna-
nnya. Untuk mengusir penjajah diperlukan persatuan den-
gan landasan kekeluargaan yang saling membantu, saling 
mendukung, saling mengayomi, saling mengingatkan, dan 
saling menyayangi. Para pembuat UU 9/1990 masih dapat 
merasakan suasana penjajahan, sehingga mempengaruhi 
penyusunan undang-undang tersebut. Pada kebijakan 
pembangunan kepariwisataan tahun 2009, paradigmanya 
berubah menjadi paradigma persaingan bebas. Paradig-
ma tersebut sejalan dengan UUD 1945 Amandemen yang 
cenderung dibawa ke arah liberalisme. Begitu pula para 
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pembuatnya hidup dalam kondisi dan suasana persaingan 
dunia yang ketat dan sudah sangat jauh dari suasana pen-
jajahan, sehingga terbawa pada penyusunan UU 10/2009.

Apabila dikaitkan dengan tujuan nasional bangsa 
Indonesia, seperti yang tersurat dan tersirat dalam Pembu-
kaan UUD 1945, maka paradigma kebijakan pembangunan 
kepariwisataan tahun 1990 masih selaras dengan esensi tu-
juan itu. Esensi dari Pembukaan UUD 1945 adalah bang-
sa Indonesia yang sejahtera dan adil secara merata dalam 
kerangka keluarga besar bangsa Indonesia. Sebagai kelu-
arga tentu akan mengedepankan saling menyayangi, saling 
membantu, saling mendukung, saling mengayomi, dan sal-
ing mengingatkan. Tidak saling mengalahkan, apalagi sam-
pai menjatuhkan, karena hal itu akan menyakiti dan mer-
ugikan anggota keluarga lain yang dikalahkannya. Esensi 
tersebut terdapat dalam UU 9/1990 yang secara eksplisit 
mengemukakan asas kekeluargaan. Akan tetapi esensi itu 
pudar pada UU 10/2009, karena asas kekeluargaan digan-
tikan dengan asas persaingan bebas, yang merupakan jiwa 
liberal-kapitalistik. Dengan begitu, maka kebijakan pemba-
ngunan kepariwisataan tahun 2009 telah berbelok menjauh 
dari paradigma tujuan nasional bangsa Indonesia.
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